
 
 

BUPATI LUWU TIMUR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR 

NOMOR   5   TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LUWU TIMUR, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 
 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten 

Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4270); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor  123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor 56 Tahun   2018  tentang  

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran 

Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 

Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur 

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Luwu Timur Nomor 89). 
 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR 

dan 

BUPATI LUWU TIMUR 

  

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 
 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai 

berikut : 

a. Pendapatan Daerah   Rp1.519.918.715.988,00 

b. Belanja Daerah   Rp1.570.078.072.059,96 

 Surplus/(Defisit)         (Rp50.159.356.071,96) 

c.  Pembiayaan Daerah : 

1.   Penerimaan      Rp65.159.356.071,96 

2.   Pengeluaran     Rp15.000.000.000,00 

 Pembiayaan Netto   Rp50.159.356.071,96 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, 

terdiri dari: 

a.  Pendapatan Asli Daerah                 Rp299.744.901.038,00 

b. Dana Perimbangan                     Rp860.321.375.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah          Rp359.852.439.950,00 
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(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah Rp155.687.500.000,00 

b. Retribusi Daerah Rp6.414.324.500,00 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah  

yang dipisahkan Rp25.500.000.000,00 

d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah Rp112.143.076.538,00 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri 

dari jenis pendapatan: 

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil  

Bukan Pajak Rp97.583.986.000,00 

b. Dana alokasi umum  Rp575.215.503.000,00 

c. Dana alokasi khusus Rp187.521.886.000,00 

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Pendapatan Hibah Rp103.463.664.950,00 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi  

dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp133.600.000.000,00 

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp122.788.775.000,00 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri 

dari : 

a. Belanja Tidak Langsung  Rp748.593.631.839,41 

b. Belanja Langsung Rp821.484.440.220,55 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

terdiri dari  jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai  Rp451.241.245.994,41 

b. Belanja Subsidi Rp200.000.000,00 

c. Belanja Hibah  Rp71.350.580.350,00 

d. Belanja Bantuan Sosial  Rp15.138.700.000,00 

e. Belanja Bagi Hasil  Rp16.210.182.450,00 

f. Belanja Bantuan Keuangan Rp193.952.923.045,00 

g. Belanja Tidak Terduga Rp500.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri 

dari jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai  Rp1.760.705.000,00 

b. Belanja Barang dan Jasa  Rp520.353.174.415,00 

c. Belanja Modal  Rp 299.370.560.805,55 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c,  

terdiri dari : 

a. Penerimaan  Rp65.159.356.071,96 

b. Pengeluaran Rp15.000.000.000,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari 

jenis pembiayaan SiLPA  Rp65.159.356.071,96 
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari 

jenis pembiayaan : 

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Rp15.000.000.000,00 

b. Pembayaran Pokok Utang Rp0,00 

Pembiayaan Netto Rp50.159.356.071,96 

SiLPA Tahun berkenaan  Rp0,00 

Pasal 5 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I  Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

c. Lampiran III Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

d. Lampiran IV  Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah 

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 

e. Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;   

f. Lampiran VI  Daftar jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

g. Lampiran VII  Daftar piutang Daerah; 

h. Lampiran VIII  Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah; 

i. Lampiran IX  Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset 

tetap daerah; 

j. Lampiran X  Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset 

lainnya; 

k. Lampiran XI   Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran ini; 

l. Lampiran XII Daftar dana cadangan Daerah; dan 

m. Lampiran XIII  Daftar pinjaman daerah dan obligasi Daerah; 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 7 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu 

Timur  yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dituangkan lebih lanjut 

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Luwu Timur. 

 

 

Ditetapkan di Malili  

pada tanggal 17 Desember 2019 

BUPATI LUWU TIMUR, 

 

    ttd 

 

MUHAMMAD THORIG HUSLER 

 

 

Diundangkan di Malili 

pada tanggal  17 Desember 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, 

 

  ttd 

 

BAHRI SULI 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 5 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI 

SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.05.234.19 


